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ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): This study discusses the role of women's
representation in the Village Consultative Body in Tompudau Village, Tinangkung District,
Banggai Islands Regency, BPD members in Tompudau Village are 5 people with one female
member in the BPD who has not met 30% female representation but can carry out their
duties and obligations well in the BPD. Purpose: The purpose of this study is to determine
the role of women's representation in the BPD in Tompudau Village and to determine the
supporting and inhibiting factors of the role of women's representation when carrying out
their duties in the BPD Tompudau, Tinangkung District, Banggai Islands Regency. Methode:
The research method used in this study uses a qualitative method with data collection
techniques of observation, interviews and documentation studies. This study was analyzed
using Role Theory according to Biddle and Thomas in (Sarwono 2015) which has 5
dimensions, namely Expectations, Norms, Behavioral Forms, Assessments and Sanctions.
Results: The results of the study show that women can play a good and responsible role in
carrying out their duties in the Tompudau BPD with several supporting factors such as good
internal relations of the BPD and the role of leaders and community figures who support, as
well as social and cultural changes towards patriarchy. However, there are still several
obstacles in some communities such as the lack of family and community support and the
dual role of women who are also housewives which hinders a woman from participating in
the political arena. Conclusions: The conclusion and suggestions of this study is that the role
of women still needs to be more optimal in carrying out their duties so that the performance
of BPD will be better in the future and be able to face inhibiting factors that exist in society
and in the work environment.
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ABSTRAK

Permasalahan/ Latar Belakang (GAP): Penelitian ini membahas tentang peran
keterwakilan perempuan di Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tompudau Kecamatan
Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan, anggota BPD di Desa Tompudau berjumlah 5
orang dengan perwakilan satu anggota perempuan di BPD yang belum memenuhi 30%
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keterwakilan perempuan namun dapat menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik di
BPD. Tujuan: Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peran keterwakilan
perempuan di BPD di Desa Tompudau dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat
peran keterwakilan perempuan saat menjalankan tugasnya di BPD Tompudau Kecamatan
Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan. Metode: Metode penelitian yang digunakan
dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data
observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Penelitian ini dianalisis menggunakan Teori
Peran menurut Biddle dan Thomas dalam (Sarwono, 2015) yang mempunyai 5 dimensi yaitu
Harapan, Norma, Wujud Perilaku, Penilaian dan Sanksi. Hasil/Temuan: Hasil penelitian
menunjukkan perempuan dapat berperan dengan baik dan bertanggungjawab dalam
melaksanakan tugasnya di BPD Tompudau dengan beberapa faktor yang mendukung seperti
hubungan internal BPD yang baik dan peran pemimpin dan tokoh masyarakat yang
mendukung, serta perubahan sosial dan budaya terhadap patriarki. Tetapi masih terdapat
beberapa penghambat di sebagian lingkungan masyarakat seperti kurangnya dukungan
keluarga dan masyarakat dan peran ganda perempuan yang juga seorang ibu rumah tangga
yang menghambat seorang perempuan untuk berpartisipasi di ranah politik. Kesimpulan:
Kesimpulan dan saran penelitian ini yaitu peran perempuan yang masih harus lebih optimal
dalam menjalankan tugasnya sehingga membuat kinerja BPD menjadi lebih baik kedepannya
dan mampu menghadapi faktor penghambat yang ada di masyarakat maupun di lingkungan
pekerjaan.

Kata Kunci: Peran, Keterwakilan Perempuan, BPD

I.  PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Pemerintahan desa sebagai unit terkecil dalam penyelenggaran pemerintahan
diharapkan dapat menangani berbagai masalah dan memenuhi kebutuhan seluruh warganya.
BPD berperan sebagai lembaga legislatif dan sebagai wadah untuk menampung dan
menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD sejajar dengan pemerintah desa sebagai mitra dalam
penyelenggaraan pemerintahan (Adnyana & Suprapta, 2021). Kondisi yang kondusif menjadi
faktor utama dalam pencapaian tujuan pembangunan, termasuk di tingkat desa. Oleh karena
itu, diperlukan peningkatan manajemen desa yang lebih baik dan berpartisipasi (Suhardi,
2015).

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berperan sebagai wadah untuk menerapkan
prinsip demokrasi di tingkat desa. Dalam struktur pemerintahan desa, BPD berfungsi sebagai
lembaga legislatif yang mewakili masyarakat desa dalam berbagai proses pemerintahan.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, masa jabatan anggota BPD adalah 6
tahun dan mereka bisa dipilih kembali hingga tiga periode berikutnya. Jumlah anggota BPD
harus berjumlah ganjil, dengan minimal 5 anggota dan maksimal 9, yang ditentukan
berdasarkan luas wilayah, jumlah penduduk, serta kondisi keuangan desa (Edrial et al., 2021)

Meskipun perempuan di Desa Tompudau sudah mempunyai anggota perempuan,
namun anggota perempuan hanya satu dari lima anggota BPD. Keterwakilan perempuan baru
mencapai 20% dari kebijakan 30% minimal jumlah presentase perempuan di lembaga
legislatif (Ruriana et al., 2023). Penelitian (Patel et al., 2023) menunjukkan bahwa meskipun
jumlah perempuan meningkat dalam lembaga lokal, ekspektasi budaya dan beban kerja ganda
sering membatasi ruang aktualisasi perempuan dalam fungsi legislatif desa.



Oleh karena itu, berbagai masalah konkret dapat muncul, terutama dalam hal
pengambilan keputusan yang mencerminkan kebutuhan masyarakat desa. Kurangnya
representasi perempuan sering kali menyebabkan perspektif perempuan terabaikan dalam
proses perumusan kebijakan desa, sehingga berdampak langsung pada masalah-masalah
seperti kesehatan ibu dan anak, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi perempuan (Martini
et al. 2024). Studi (Fitriani et al., 2020) mengungkapkan bahwa dominasi maskulinitas dalam
lembaga seperti BPD menghambat transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana
desa yang sensitif gender, terutama selama masa krisis seperti pandemi.

Ketidakseimbangan ini juga mempersempit peluang perempuan untuk berkontribusi
dalam pembangunan desa, karena mereka tidak memiliki ruang yang memadai untuk
menyuarakan aspirasi dan kebutuhan mereka dalam perencanaan desa. (Ragsdale et al., 2022)
menekankan bahwa pembangunan kemitraan strategis dengan organisasi pembangunan
berbasis lokal dapat memperkuat keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan,
namun tetap dibutuhkan penguatan kelembagaan yang mendorong legitimasi perempuan
sebagai aktor politik setara.

Selain itu, keterwakilan perempuan yang rendah memperkuat streotip gender di
masyarakat yang menganggap pengambilan keputusan adalah ranah laki-laki, sehingga
mempersulit perempuan untuk berani terjun ke ranah kepemimpinan. Secara lebih luas,
(Assefa et al., 2021) dalam studinya menyoroti bahwa ketidakterwakilan perempuan dalam
pengambilan keputusan lokal menyebabkan kebijakan publik tidak responsif terhadap
kebutuhan dasar perempuan, terutama di sektor kesehatan, air bersih, dan pendidikan. Hal ini
menegaskan bahwa representasi kuantitatif perempuan perlu diiringi dengan kekuatan untuk
mempengaruhi substansi kebijakan.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Tanpa keterlibatan perempuan yang memadai, keputusan yang diambil oleh suatu
lembaga cenderung tidak mewakili kepentingan dan kebutuhan seluruh lapisan masyarakat
yang dapat menciptakan ketimpangan dan menimbulkan ketidakadilan bagi perempuan dan
kelompok rentan lainnya (Pitkin, 1972). Kurangnya peran perempuan dalam BPD juga
berpotensi membuat kebijakan desa menjadi kurang responsif terhadap dampak spesifik yang
dirasakan oleh kelompok perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Ketentuan mengenai
adanya anggota perempuan dalam keanggotaan BPD juga dilatar belakangi upaya untuk
mewujudkan persamaan hak perempuan dalam politik Disebutkan juga dalam naskah
akademik Rancangan Undang-Undansag Desa bahwa BPD mencerminkan perwakilan unsur-
unsur atau kelompok-kelompok dalam masyarakat desa dan secara spesifik dikatakan jelas
termasuk kuota 30% untuk kaum perempuan. dalam Peraturan Dalam Negeri (Permendagri)
Nomor 110 Tahun 2016 dimana pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan
adalah 1 (satu) orang perempuan yang hal ini tentu belum mencapai angka 30%.

1.3 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang telah memberikan
pandangan atau ide yang berharga bagi penulis dalam penelitian ini. Adapun penelitian
terdahulu ini penulis gunakan sebagai referensi, perbandingan, atau sebagai dasar pemilihan
topik. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Nurul Muhliza yang berjudul Keterwakilan
Perempuan Dalam Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Studi Desa Tabbinjai
Kabupaten Gowa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan dalam
struktur Badan Permusyawaratan Desa Tabbinjai telah memenuhi ketentuan perundang-
undangan, meskipun kuotanya tidak mencapai 30%. Minimnya keterwakilan perempuan
dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kurangnya sosialisasi tentang peran dan fungsi
Badan Permusyawaratan Desa, sistem pemilihan yang terkesan tertutup, tingkat pendidikan



dan pilihan untuk fokus pada profesi lain (Muhliza et al., 2023). Kedua, penelitian yang
dilakukan oleh Ani Martini, Michael Wutoy dan Perdana Dewi Wardhani yang berjudul
Keterwakilan Perempuan Dalam Keanggotaan Legislatif Di Kabupaten Sukoharjo Provinsi
Jawa Tengah Periode 2019-2024. Penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah perempuan yang
menjadi anggota legislatif di Kabupaten Sukaharjo untuk periode 2019-2024 masih rendah.
Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor internal seperti tingkat kepercayaan diri perempuan,
jaringan sosial, beban ganda, dan biaya politik. Selain itu, ada juga faktor eksternal seperti
budaya patriarki dan hambatan politik yang turut menghambat keterwakilan perempuan
(Martini et al., 2021). Ketiga, penelitian yang dilakukan (Huda, 2014) yang berjudul
Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 (Studi Terhadap Keterwakilan
Perempuan Dalam Politik Di Kabupaten Magetan). Penelitian ini menunjukkan bahwa
setelah UU No 8 Tahun 2012 telah diterapkan, hasilnya masih belum optimal. Beberapa
partai politik masih belum mencapai kuota 30% keterwakilan perempuan, dan perempuan
sering kali hanya ditempatkan untuk memenuhi kuota tanpa diberikan posisi strategi..
Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Meniwati Ndruru yang berjudul Keterwakilan
Perempuan Pada Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa Sebagai Upaya Patisipasi Dalam
Pembangunan Desa (Studi di Desa Orahili Kecamatan Ulunoyo). Hasil penelitian
menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di BPD Desa Orahili belum memenuhi
persyaratan . meskipun tidak ada hambatan struktural yang melarang perempuan, partisipasi
perempuan dalam pencalonan sangat rendah karena kurangnya perempuan yang berminat
mencalonkan diri. Hal ini menunjukkan perlunya sosialisasi dan edukasi mengenai
pentingnya keterwakilan perempuan dalam pemerintahan desa (Ndruru, 2022). Kelima,
penelitian yang dilakukan oleh (Nursyamsiah & Tomi, 2024) yang berjudul "Peranan
Keterwakilan Perempuan pada Badan Permusyawaratan Desa dalam Memperjuangkan
Kepentingan Perempuan (Studi di Desa Makrampai Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas)".
Penelitian ini mengkaji implementasi keterwakilan perempuan dalam memperjuangkan
kepentingan perempuan di Desa Makrampai dan faktor-faktor penghambatnya. Menggunakan
metode penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologis empiris, penelitian ini menemukan
bahwa peran perempuan dalam pembangunan desa sudah cukup signifikan melalui partisipasi
dalam organisasi yang didominasi perempuan seperti PKK, Posyandu, kelompok pengajian,
Kelompok Tani, dan kelompok Persatuan Hajatan. Namun, penyampaian pendapat dan
perjuangan aspirasi kaum perempuan di desa masih dianggap lemah dan hanya sebagai
bagian pelengkap dalam anggota BPD. Hal ini dibuktikan dengan pengakuan dari anggota
BPD yang masih kurang memahami secara detail tentang rincian tugas dari keterwakilan
perempuan tersebut. Faktor-faktor penghambat yang diidentifikasi meliputi minimnya
pengetahuan anggota keterwakilan perempuan dalam BPD, kurangnya koordinasi kepada
masyarakat, dan belum adanya kegiatan khusus untuk peningkatan kapasitas maupun
pembinaan bagi anggota keterwakilan perempuan dalam BPD. Penelitian ini menyoroti
perlunya penguatan kapasitas dan pemahaman peran keterwakilan perempuan dalam BPD
untuk dapat memperjuangkan kepentingan perempuan secara efektif.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memberikan kebaruan dalam beberapa aspek yang belum terdapat pada
penelitian sebelumnya. Pertama, penelitian sebelumnya mengidentifikasi bahwa rendahnya
peran keterwakilan perempuan bukanlah akibat dari regulasi yang membatasi, seperti faktor
internal masyarakat, yaitu kurangnya kesadaran perempuan sedangakan penelitian ini faktor
yang mempengaruhi dari regulasi yang membatasi. Kedua, penelitian ini membahas peran
seorang perempuan pada tingkatan lebih rendah yaitu desa yang terletak di kabupaten yang
berbatasan langsung dengan ibukota kabupaten.



1.5 Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran keterwakilan
perempuan di BPD Desa Tompudau dan apa saja yang menjadi faktor pendukung dan
penghambat peran keterwakilan perempuan sebagai anggota BPD di Desa Tompudau.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif
yang sesuai dengan penelitian yang Peneliti lakukan, Penelitian kualitatif bersifat fleksibel
atau dapat disesuaikan, sehingga memungkinkan peneliti mengubah rencana awal sesuai
dengan kondisi atau fenomena nyata yang ditemui di lokasi penelitian (Simangunsong, 2017).
Hal ini berdasarkan fakta-fakta yang terdapat di lapangan dan menuangkannya secara
sistematis aktual dan akurat (Hanurawan, 2016). Data yang dikumpulkan ada dua yaitu data
primer dan sekunder, sumber data adalah semua informasi yang berhubungan dan penting
untuk mencapai tujuan penelitian. Selanjutnya, dari data yang didapatkan akan ditarik
kesimpulan mengenai Keterwakilan Perempuan pada BPD di Desa Tompudau. Dalam
penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dengan melakukan wawancara, dokumentasi dan
observasi. Sedangkan, teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian
data dan penarikan kesimpulan (Arikunto, 2002).

I1l. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran keterwakilan perempuan di Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa
Tompudau sangat vital dalam menciptakan keseimbangan dan keberagaman dalam proses
pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan seluruh masyarakat. Keberadaan
perempuan dalam BPD memberikan perspektif yang berbeda, terutama dalam hal
permasalahan sosial, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi perempuan dan
anak. Perempuan yang terpilih sebagai anggota BPD berperan aktif dalam menyuarakan
aspirasi dan kebutuhan perempuan di tingkat desa, serta memastikan bahwa hak-hak
perempuan terlindungi dan diperhatikan dalam setiap kebijakan desa.

3.1 Peran Keterwakilan Perempuan Pada Badam Permusyawaratan Desa Tompudau

3.1.1 Expectation (Harapan)

Harapan merupakan salah satu indikator penting dalam peran suatu lembaga. Harapan
besar masyarakat terhadap peran perempuan di BPD, baik saat ini maupun di masa depan.
Saat ini, masyarakat menginginkan perempuan di BPD untuk lebih aktif dalam pengambilan
keputusan, terutama yang menyangkut kepentingan perempuan. Harapan masyarakat saat ini
menunjukkan bahwa saat ini, anggota perempuan di BPD telah memberikan kontribusi yang
signifikan dalam pengambilan keputusan dan kegiatan desa lainnya seperti penyusunan
kebijakan pembangunan desa dan penyusunan anggaran desa. Oleh karena itu, masyarakat
berharap peran perempuan di BPD bisa lebih diperkuat dari segi kontribusinya di pemerintah
desa.

3.1.2 Norm (Norma)

Norma budaya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perempuan dalam
pengambilan keputusan di tingkat desa. Di banyak desa, norma budaya yang berlaku
seringkali membentuk peran dan posisi perempuan dalam masyarakat. Kehadiran perempuan
di BPD sangat penting karena mereka membawa perspektif yang berbeda, terutama dalam hal
isu-isu sosial yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat, seperti pemberdayaan
keluarga, pendidikan, dan kesehatan. Pemerintah desa melihat bahwa perempuan sering kali
lebih dekat dengan masyarakat dan memiliki kemampuan untuk menyampaikan kebutuhan



serta aspirasi mereka dengan lebih jelas. Kepala Desa juga menekankan bahwa perempuan di
BPD memiliki peran yang sangat strategis dalam memastikan bahwa keputusan yang diambil
bersifat inklusif, adil, dan memperhatikan kepentingan semua pihak.

3.1.3 Performance (Wujud Perilaku)

Performance dalam konteks ini mengacu pada wujud perilaku atau hasil yang
ditunjukkan oleh perempuan yang tergabung dalam BPD, baik dalam kapasitas mereka
sebagai anggota BPD maupun dalam menjalankan fungsi dan tugasnya di masyarakat. Ketua
BPD menjelaskan bahwa kinerja perempuan di BPD terlihat dari peran aktif mereka dalam
pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan yang inklusif, dan kegiatan di desa lainnya
dimana menunjukkan peran anggota perempuan yang aktif di setiap kegiatan di desa. BPD
disini mengidentifikasikan adanya hubungan kerja sama antara BPD dan masyarakat agar
tersampainya aspirasi dengan baik. BPD juga sering melakukan kunjungan lapangan untuk
lebih memahami kondisi masyarakat secara langsung, termasuk mendengarkan masalah yang
dihadapi oleh warga dalam kehidupan sehari-hari, seperti kesulitan akses terhadap layanan
kesehatan, pendidikan, atau infrastruktur desa. Hal ini menunjukkan bahwa BPD tidak hanya
menunggu informasi dari laporan, tetapi juga berusaha turun ke lapangan untuk merasakan
dan memahami masalah secara langsung.

3.1.4 Evaluation (Penilaian) dan Sanction (Sanksi)

Evaluasi dan sanksi terhadap peran perempuan di Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa anggota perempuan menjalankan tugas
dan tanggung jawab mereka dengan baik dan sesuai dengan tujuan pembangunan desa. Usaha
untuk mempertahankan nilai positif dari BPD telah berjalan dengan baik dan memberikan
dampak yang positif bagi masyarakat. Keterbukaan dalam musyawarah desa dan keterlibatan
langsung masyarakat dalam pengambilan keputusan merupakan langkah penting untuk
memastikan kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan bersama dan transparan. Hal
ini mencerminkan upaya BPD untuk menjaga akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat.
Sanksi pada anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diberikan sebagai bentuk
konsekuensi atas pelanggaran terhadap kewajiban atau peraturan yang telah ditetapkan, baik
dalam hal ketidakhadiran dalam rapat, ketidakaktifan dalam pengambilan keputusan, atau
pelanggaran lainnya yang dapat merugikan masyarakat dan tujuan pembangunan desa. Sanksi
diberikan mampu membuat anggota BPD memperbaiki kinerja anggota BPD dan memastikan
bahwa tugas mereka dilakukan dengan penuh tanggung jawab, demi kepentingan masyarakat
desa.

3.2 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Peran Keterwakilan Perempuan
Faktor pendukung peran keterwakilan perempuan pada BPD ada tiga. Pertama,
Hubungan internal BPD yang baik merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung
peran keterwakilan perempuan di Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hubungan yang
harmonis, inklusif, dan saling mendukung akan menciptakan suasana yang memungkinkan
perempuan untuk berperan aktif dan berkontribusi dalam pengambilan keputusan. Kedua,
Peran tokoh masyarakat dan pemimpin desa sangat penting dalam mendukung keterwakilan
perempuan di Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Para tokoh masyarakat dan pemimpin
desa bekerja bersama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung keterlibatan
perempuan dalam semua aspek pemerintahan desa, agar suara mereka didengar dan
keputusan yang diambil lebih mencerminkan kepentingan seluruh masyarakat. Ketiga,
Perubahan sosial dan budaya adalah salah satu faktor penting yang mendukung peran
keterwakilan perempuan di Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Perubahan sosial dan
budaya yang terjadi di Desa Tompudau sangat mendukung peran perempuan di BPD.



Kesadaran tentang kesetaraan gender, peningkatan akses pendidikan, dukungan dari tokoh
masyarakat dan pemimpin desa, serta perubahan dalam norma sosial yang menghargai
kontribusi perempuan. Faktor penghambat peran keterwakilan perempuan ada tiga. Pertama,
Hambatan dalam proses pemilihan merupakan faktor signifikan yang menghambat
keterwakilan perempuan sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Beberapa
faktor yang cukup signifikan, seperti diskriminasi dalam pencalonan, keterbatasan sumber
daya finansial, peran domestik yang membebani perempuan, serta pandangan tradisional
yang cenderung menganggap laki-laki lebih layak memegang posisi politik. Kedua, peran
ganda pada perempuan, peran ganda ini seringkali mempengaruhi persepsi masyarakat.
Masih ada anggapan bahwa perempuan lebih cocok untuk mengurus rumah tangga daripada
terlibat dalam politik. Ketiga, kurangnya dukungan keluarga, terdapat tantangan yang
dihadapi perempuan dalam mendapatkan dukungan dari keluarga untuk terlibat dalam
kegiatan politik. Pernyataan dalam wawancara ini juga sangat relevan, karena menunjukkan
bahwa kurangnya dukungan keluarga dapat menyebabkan perempuan kesulitan untuk
menyeimbangkan peran domestik dan publik.

3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Nurul Muhliza. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa keterwakilan perempuan dalam struktur Badan Permusyawaratan Desa Tabbinjai telah
memenuhi ketentuan perundang-undangan, meskipun kuotanya tidak mencapai 30%.
Minimnya keterwakilan perempuan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kurangnya
sosialisasi tentang peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa, sistem pemilihan yang
terkesan tertutup, tingkat pendidikan dan pilihan untuk fokus pada profesi lain. Adapun
persamaan penelitian ini dan sebelumnya yaitu melakukan penelitian tentang Badan
Permusyawaratan Desa dan perempuan. Adapun perbedaan penelitian ini dan sebelumnya
adalah tempat penelitian sebelumnya di Desa Tabbinjai Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten
Gowa dan fokus penelitian ke keterwakilan perempuan dalam syariat islam sedangkan
penelitian ini bertempat di desa Tompudau Kecamatan Tinangkung Banggai Kepulauan dan
fokus penelitian hanya pada peran keterwakilan perempuan di BPD.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ani Martini, Michael Wutoy dan Perdana Dewi
Wardhani. Penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah perempuan yang menjadi anggota
legislatif di Kabupaten Sukaharjo untuk periode 2019-2024 masih rendah. Hal ini
dipengaruhi oleh beberapa faktor internal seperti tingkat kepercayaan diri perempuan,
jaringan sosial, beban ganda, dan biaya politik. Selain itu, ada juga faktor eksternal seperti
budaya patriarki dan hambatan politik yang turut menghambat keterwakilan perempuan.
Adapun persamaan penelitian ini dan sebelumnya adalah untuk memahami dan menganalisis
kurangnya dukungan yang memengaruhi kinerja anggota legislatif. Sedangkan, Perbedaan
penelitian ini dan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada fokus penelitian yang dilakukan
di badan legislatif DPRD sedangkan penelitian ini fokus pada peran keterwakilan perempuan
di BPD.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh (Huda, 2014). Penelitian ini menunjukkan
bahwa setelah UU No 8 Tahun 2012 telah diterapkan, hasilnya masih belum optimal.
Beberapa partai politik masih belum mencapai kuota 30% keterwakilan perempuan, dan
perempuan sering kali hanya ditempatkan untuk memenuhi kuota tanpa diberikan posisi
strategis. Adapun Persamaan penelitian ini dan sebelumnya adalah untuk mengetahui
penyebab minimnya perempuan dalam lingkungan politik yang belum memenuhi 30%
jumlah perempuan di badan legislatif. Sedangkan, Perbedaan penelitian ini dan penelitian
sebelumnnya yaitu penelitian sebelumnya berfokus pada tujuan penelitian untuk
mendeskripsikan implementasi kebijakan keterwakilan perempuan dalam politik di kabupaten
Magetan. Penelitian ini membahas faktor keterwakilan perempuan di tingkat desa.



Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Meniwati Ndruru. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di BPD Desa Orahili belum memenuhi
persyaratan . meskipun tidak ada hambatan struktural yang melarang perempuan, partisipasi
perempuan dalam pencalonan sangat rendah karena kurangnya perempuan yang berminat
mencalonkan diri. Hal ini menunjukkan perlunya sosialisasi dan edukasi mengenai
pentingnya keterwakilan perempuan dalam pemerintahan desa. Adapun Persamaan penelitian
ini dan penelitian sebelumnya yaitu sejalan dengan temuan umum mengenai kendala
keterwakilan perempuan dalam lembaga pemerintah desa di banyak wilayah, di mana faktor
sosial dan budaya sering kali menghambat partisipasi perempuan secara efektif. Sedangkan,
perbedaan penelitian ini dan sebelumnya yaitu penelitian ini mengidentifikasi bahwa di Desa
Orahili, rendahnya keterwakilan perempuan bukanlah akibat dari regulasi yang membatasi,
melainkan faktor internal masyarakat, yaitu kurangnya kesadaran perempuan sedangakan
penelitian ini faktor yang mempengaruhi dari regulasi yang membatasi.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Nursyamsiah & Tomi. Penelitian ini mengkaji
implementasi keterwakilan perempuan dalam memperjuangkan kepentingan perempuan di
Desa Makrampai dan faktor-faktor penghambatnya. Menggunakan metode penelitian
kualitatif dengan pendekatan sosiologis empiris, penelitian ini menemukan bahwa peran
perempuan dalam pembangunan desa sudah cukup signifikan melalui partisipasi dalam
organisasi yang didominasi perempuan seperti PKK, Posyandu, kelompok pengajian,
Kelompok Tani, dan kelompok Persatuan Hajatan. Persamaan Penelitian ini menyoroti
perlunya penguatan kapasitas dan pemahaman peran keterwakilan perempuan dalam BPD
untuk dapat memperjuangkan kepentingan perempuan secara efektif. Sedangkan,
perbedaannya penelitian Nursyamsiah & Tomi menggunakan pendekatan sosiologis empiris
dan penelitian ini menggunakan pendekatan induktif.

IV. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis peneliti mengenai Peran Keterwakilan

Perempuan Pada Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Tompudau Kecamatan Tinangkung

Kabupaten Banggai Kepulauan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Peran Keterwakilan Perempuan pada BPD sebagai lembaga perwakilan desa harus lebih
dioptimalkan lagi. Berdasarkan dimensi pertama yaitu Expectation (Harapan) menjelaskan
bahwa anggota perempuan di BPD cukup memberikan kontribusi yang signifikan dalam
pengambilan keputusan dan kegiatan desa lainnya. Dimensi kedua Norm (norma)
menjelaskan bahwa norma budaya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja
perempuan, norma yang berlaku membentuk peran dan posisi perempuan dalam
masyarakat. Dimensi ketiga, Performance (wujud perilaku), kinerja perempuan di BPD
menunjukkan peran aktif perempuan dalam pengambilan keputusan dan pembuatan
kebijakan yang inklusif, BPD disini menunjukkan adanya hubungan kerja sama antara
BPD dan masyarakat agar tersampainya aspirasi dengan baik. Dimensi yang keempat,
Evaluation (penilaian) dan Sanction (sanksi) menunjukkan bahwa anggota BPD termasuk
perempuan harus terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka melalui
pelatihan dan pendidikan untuk memberikan kontribusi yang baik bagi pembangunan desa.
untuk mempertahankan nilai positif, BPD juga terus memperkuat hubungan dengan
berbagai lembaga dan organisasi masyarakat.

2. Faktor yang mendukung dan menghambat dalam pelaksanaan Peran Keterwakilan
Perempuan pada BPD di Desa Tompudau Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai
Kepulauan meliputi:

(1). Faktor Pendukung



a. Hubungan Internal BPD yang Baik
b. Peran Tokoh Masyarakat dan Pemimpin Desa
c. Perubahan Sosial dan Budaya

(2). Faktor Penghambat
Faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan Peran Keterwakilan Perempuan
pada BPD di Desa Tompudau meliputi:
a. Hambatan Dalam Proses Pemilihan
b. Peran Ganda Pada Perempuan
c. Kurangnya Dukungan dari Keluarga

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yaitu waktu dan biaya
penelitian yang dapat mempengaruhi kelengkapan dan kedalaman data. Masyarakat yang
menjadi sumber informan sulit didatangi sehingga menghambat untuk mendapatkan
informasi yang lebih banyak.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis menyadari terdapat banyak kekurangan
pada penelitian ini dan jangkauan penelitian yang belum luas. Penulis menyarankan pada
penelitian selanjutnya untuk melakukan studi komparatif pada beberapa desa lain untuk
mendapatkan gambaran yang lebih luas dan mengidentifikasi pola umum dan perbedaan lokal
pada peran keterwakilan perempuan. Lakukan kajian jangka panjang untuk melihat pola
dinamika dan perubahan tingkat partisipasi perempuan dalam beberapa periode waktu.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih ditujukan kepada pihak BPD di Desa Tompudau yang telah
memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian dan membantu dalam
memberikan informasi, kepada dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan
arahan serta semangat selama proses penyusunan skripsi. Kepada keluarga khususnya orang
tua yang selalu memberikan dukungan dan perhatian selama proses penyusunan dan
penulisan skripsi dan seluruh pihak yang memberikan dukungan pada penulis.
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